
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 
NOMOR 18 TAHUN 2015 

TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPAKALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

(DALAM SATU NASKAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KARANGANYAR,

M enim bang : a. bahw a D esa memiliki h ak  a sa l u su l d an  h ak  trad isiona l dalam
m enga tu r d an  m en g u ru s kepen tingan  m asy arak a t se tem pat dan  
berperan  m ew ujudkan  cita-c ita  kem erdekaan;

b. bahw a g u n a  m ew ujudkan  ke tertiban  dalam  pem berian  
penghasilan  Kepala D esa d an  Perangkat Desa, m aka  
Pem erintah D aerah  perlu  m en g a tu r ten tan g  pedom an dalam  
pem berian  penghasilan  Kepala D esa d an  Perangkat Desa;

c. bahw a dengan  d ite tap k an n y a  U ndang-U ndang Nomor 6 
T ahun2014  ten tan g  Desa, m aka  P e ra tu ran  D aerah  K abupaten  
K aranganyar Nomor 9 T ahun  2007 ten tan g  K edudukan K euangan 
Kepala D esa d an  Perangkat D esa perlu  d itin jau  kem bali;

d. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana d im aksud  
dalam  h u ru f  a, h u ru f  b, d an  h u ru f  c, perlu  m enetapkan  P e ra tu ran  
D aerah  ten tan g  K edudukan K euangan Kepala D esa d an  Perangkat 
Desa;

M en g in g a t: 1. Pasal 18 aya t (6), U ndang-U ndang D asar Negara Republik Indonesia  
T ahun  1945;

2. U ndang-U ndang Nomor 13 T ahun  1950 ten tan g  P em ben tukan  
D aerah -daerah  K abupaten  dalam  L ingkungan Provinsi Ja w a  Tengah;

3. U ndang-U ndang Nomor 12 T ahun  2011 ten tan g  P em ben tukan  
P e ra tu ran  P e rundang -undangan  (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2011 Nomor 82, T am bahan  L em baran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 5234);

4. U ndang-U ndang Nomor 6 T ahun  2014 ten tan g  D esa (Lem baran 
Negara Republik In d o n esia / T ahun  2014 Nomor 7, T am bahan  
Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 5495);

5. U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tan g  P em erin tahan  
D aerah  (Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2014 Nomor 
2445, T am bahan  L em baran Negara Republik Indonesia  Nomor 
5587), sebagaim ana telah  d iu b ah  beberapa  kali te rak h ir dengan  
U ndang-U ndang Nomor 9 T ahun  2015 ten tan g  P erubahan  K edua 
a ta s  U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tan g  Pem erin tahan  
D aerah  (Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2015 Nomor 
58, T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 5679);

6. P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 43 T ahun  2014 ten tan g  P e ra tu ran  
P e laksanaan  U ndang-U ndang Nomor 6 T ahun  2014 ten tan g  D esa 
(Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2014 Nomor 123, 
T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 5539), 
sebagaim ana telah  d iu b ah  dengan  P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 47 
T ahun  2015 ten tan g  P erubahan  a ta s  P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 
43 T ahun  2014 P era tu ran  ten tan g  P e laksanaan  U ndang-U ndang 
Nomor 6 T ahun  2014 ten tan g  D esa (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2015 Nomor 157, T am bahan  L em baran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 5717);
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D engan P erse tu juan  B ersam a
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan
BUPATI KARANGANYAR 

MEMUTUSKAN :

M enetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN .
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1**)
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
PerwakilanRakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara PemerintahanDaerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom.

5. Camat adalah Camat di Daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah

yang dipimpin oleh Camat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan 
yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa 
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 
demokratis.

12. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan 
sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang bertugas 
membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi 
pemerintahan.
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13. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari 
sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana 
teknis.

14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan 
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan 
disepakati bersama BPD.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut 
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan 
Desa.

16. Tanah Kas Desa adalah seluruh tanah yang dikuasai dan 
menjadi kekayaan Desa serta merupakan salah satu sumber 
pendapatan Desa.

17. Tunjangan adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala 
dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap.

18. Tanah Bengkok adalah Tanah Kas Desa yang sebelum 
berlakunya Peraturan Daerah ini dipergunakan untuk 
tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

19. Jasa Pengabdian adalah penghargaan berupa uang yang 
diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang 
diberhentikan dengan hormay dari jabatannya.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah Rencana Keuangan 
Tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan 
Undang- Undang.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan

Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah 

dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah 
dikurangi Dana Alokasi Khusus.

23. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang sah yang diterima
Kepala Desa dan Perangkat Desa yanq bersumber 

dari ADD.
24. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara 

Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang 
ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan 
diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi 
tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA 

DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2 **)
(1) Penghasilan Tetap diberikan kepada Kepala Desa, 

Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan 
dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

(2) Bupati menetapkan besaran Penghasilan Tetap Kepala 
Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, dengan 
besaran minimal sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai 
Penghasilan Tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, 
dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa 
selain dana Desa.
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Penghasilan Tetap 
Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Bupati.

Pasal 3
(1) Kepala D esa d an  Perangkat D esa d a p a t m enerim a tu n jan g an  

dan  penerim aan  lain  yang sah .
(2) T unjangan  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) b e rsu m b er 

dari APBDesa d an  b esa ran n y a  d ia tu r  dengan  P e ra tu ran  
B upati.

(3) Penerim aan lain  yang sah  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat
(1) d ap a t bersum ber dari APB D esa d an  sum ber lain  sesua i 
dengan k e ten tu an  p e ra tu ra n  p e rundang -undangan .

Pasal 4 **)
(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, 

diberi penghasilan:
a. 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetapnya;
b. Tunjangan Kesehatan; dan
c. Tunjangan ketenagakerjaan, tetapi tidak menerima 

Tunjangan jabatan dan tambahan Tunjangan hasil 
pengelolaan Tanah Bengkok.

(2) Pelaksana tugas Kepala Desa, diberikan tambahan 
penghasilan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

(3) Ketentuan pemberian tambahan penghasilan kepada 
pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan 
Desa dan diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 5 *)
(1) Penjabat Kepala Desa diberikan Penghasilan sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Penjabat Kepala 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Bupati.

Pasal 6 **)
(1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari 

jabatannya, diberi penghasilan 50% (lima puluh persen) dari 
penghasilan tetapnya, Tunjangan kesehatan, Tunjangan 
ketenagakerjaan tetapi tidak menerima Tunjangan jabatan 
dan tambahan Tunjangan dari hasil pengelolaan Tanah 
Bengkok.

(2) Pelaksana tugas Perangkat Desa, diberikan tambahan 
penghasilan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

(3) Ketentuan pemberian tambahan penghasilan kepada 
pelaksana tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan 
keuangan Desa dan diatur dengan Peraturan Desa.

BAB III

TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI 
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
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Pasal 7
(1) Je n is  T un jangan  Kepala D esa d an  Perangkat D esa 

sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 3 ayat (2), a n ta ra  lain  :
a. T unjangan  is te ri/su am i;
b. T unjangan  anak ;
c. T unjangan  keseha tan ;
d. T un jangan  la innya se su a i dengan  k e ten tu an

p e ra tu ran  p eru n d an g -u n d an g an  yang berlaku.
(2) T un jangan  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) d ite tapkan  

setiap  ta h u n  dalam  APBDesa se su a i dengan  kem am puan  
keuangan  Desa.

(3) K eten tuan  lebih lan ju t m engenai T un jangan  sebagaim ana 
d im aksud  p ad a  aya t (1) d ia tu r  dengan  P e ra tu ran  Bupati.

Pasal 8 **)
(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan 

dengan hormat dapat diberikan penghargaan berupa Jasa 
Pengabdian.

(2) Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
besarnya paling banyak 5 (lima) kali dari penghasilan tetap 
terakhir.

(3) Pemberian Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) bersumber dari pendapatan asli Desa yang besarnya 
disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

(4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan tidak 
dengan hormat dari jabatannya tidak mendapatkan 
penghargaan berupa Jasa Pengabdian.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian Jasa 
Pengabdian kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Desa.

Pasal 9 **) 
Dihapus

BAB IV

PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 
YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 10
(1) Kepala D esa yang b e rs ta tu s  Pegawai Negeri Sipil

m en d ap atk an  penghasilan  :
a. gaji d an  penghasilan  la innya sebagai Pegawai Negeri Sipil 

sesua i dengan k e te n tu an  p e ra tu ra n  p eru n d an g -u n d an g an  
yang berlaku;

b. tam b ah an  tu n jan g an  penghasilan  dari pengelolaan T anah  
Bengkok seb esar 75%  (tu juh  p u lu h  lim a persen).

(2) Perangkat D esa yang b e rs ta tu s  Pegawai Negeri Sipil
m endapatkan  penghasilan  :
a. gaji d an  penghasilan  la innya sebagai Pegawai Negeri Sipil 

sesua i dengan  k e ten tu an  p e ra tu ra n  p e ru n d an g -u n d an g an  
yang berlaku;

b. tam b ah an  tu n jan g an  penghasilan  dari pengelolaan T anah  
Bengkok seb esar 30%  (tiga p u lu h  persen).
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BAB V

BIAYA PENUNJANG KEGIATAN 

Pasal 11
(1) U ntuk  ke lancaran  kegiatan  Pem erin tah  Desa, Kepala D esa 

d an  Perangkat D esa d a p a t d iberikan  biaya penun jang  
kegiatan  yang  besarnya  d isesu a ik an  dengan kem am puan  
k euangan  Desa.

(2) Biaya p enun jang  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1), 
a n ta ra  lain  :
a. perja lanan  d in as Kepala D esa d an  Perangkat Desa;
b. honorarium  kegiatan;
c. pem eliharaan  k en d araan  dinas;
d. pajak  k en d araan  d inas.
e. besarnya biaya p enun jang  keg iatan  sebagaim ana d im aksud  

p ad a  ayat (2) sesua i dengan  k em am puan  k euangan  D esa yang 
d ia tu r dalam  P era tu ran  Desa.

BAB VI

TANAH BENGKOK KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 12 **)
Ketentuan mengenai Tanah Bengkok yang saat ini dipergunakan 
sebagai tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 
pengelolaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGHASILAN PEMBANTU KEPALA URUSAN

Pasal 13
(1) Pem bantu  Kepala U rusan  yang  sa a t ini m asih  ad a  te tap  

berhak  m enerim a penghasilan  te tap , tu n jan g an  d an  
penerim aan  lain  yang sah .

(2) K etentuan  lebih lan ju t m engenai penghasilan  tetap , 
tu n jan g an  d an  penerim aan  lain yang sah  sebagaim ana 
d im aksud  p ad a  ayat (1) d ia tu r dengan  P e ra tu ran  Bupati.

BAB VIII 
PENGAWASAN

Pasal 14
Pengaw asan te rh ad ap  p e lak san aan  k ed u d u k an  keuangan  Kepala 
D esa d a n  Perangkat D esa d ilakukan  oleh B upati d a n /a ta u  Pejabat 
yang  d itun juk .

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 15

S ekretaris D esa yang  tidak  d ap a t d iangka t m enjadi Pegawai Negeri 
Sipil sesua i P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 45 T ahun  2007 ten tan g  
T ata  C ara  P engangkatan  Sekretaris D esa m enjadi Pegawai Negeri 
Sipil d an  P e ra tu ran  M enteri D alam  Negeri Nomor 21 T ahun  2008
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BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 15
Sekretaris D esa yang tidak  d a p a t d iangka t m enjadi Pegawai Negeri 
Sipil sesua i P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 45 T ah u n  2007 ten tan g  
T ata  C ara Pengangkatan  S ekretaris D esa m enjadi Pegawai Negeri 
Sipil d an  P e ra tu ran  M enteri D alam  Negeri Nomor 21 T ahun  2008 
ten ta n g  P erubahan  a ta s  P e ra tu ran  M enteri D alam  Negeri Nomor 
50 T ahun  2007 ten tan g  K eten tuan  P e laksanaan  Pem erin tah  
Nomor 45 T ahun  2007 ten tan g  T ata  C ara  P engangkatan  Sekretaris 
D esa m enjadi Pegawai Negeri Sipil, d iberikan  ja s a  pengabdian  
b e ru p a  kom pensasi se su a i k e te n tu an  p e ra tu ran  
p eru n d an g -u n d an g an  yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16
Pada sa a t P e ra tu ran  D aerah ini m ulai berlaku , m aka  :
a. P era tu ran  D aerah K abupaten  K aranganyar Nomor 9 T ahun  

2007 ten tan g  K edudukan K euangan Kepala D esa d an  Perangkat 
D esa (Lem baran D aerah  K abupaten  K aranganyar T ahun  2007 
Nomor 9);

b. P e ra tu ran -p e ra tu ran  lain  yang  k e ten tu an n y a  te lah  d ia tu r dalam  
P era tu ran  D aerah ini, d icab u t d an  d inyatakan  tidak  berlaku.

Pasal 17
P era tu ran  D aerah  ini m ulai berlaku  p ad a  tanggal d iundangkan . 
Agar setiap  orang  m engetahu inya, m em erin tahkan  pengundangan  
P e ra tu ran  D aerah ini dengan  p enem patannya  dalam  L em baran 
D aerah K abupaten  K aranganyar.

Kompilasi d ilakukan  oleh :
Bagian H ukum  Setda K aranganyar 
Pada Tanggal 18 D esem ber 2023

HUKUM SETDA,

R, S.H.. M.H, 
99903 2 007
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